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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.

Segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada pada hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum (rechtsstaat) mencakup empat elemen penting, yaitu:

Perlindungan hak-hak asasi manusia; 

Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; 

Peradilan administrasi dalam perselisihan. Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dinyatakan bahwa: 

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 

Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya dalam konsepsi hak asasi manusia internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dinyatakan bahwa: “every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak hidup ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang).

Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan perdapat pro dan kontra

Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (abolisonism) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Sementara itu pandangan yang pro akan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (detteren effect), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.

Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.

Berbagai aturan baik hukum positif maupun hukum internasional menjunjung tinggi pengakuan atas hak untuk hidup. Namun polemik mengenai penerapan hukuman mati masih saja tetap ada. Terdapat kelompok yang menginginkan penghapusan hukuman mati dengan alasan hukuman mati tidak manusiawi. Namun, hukuman mati diperuntukkan hanya pada kasus tertentu saja atau kejahatan yang dinilai luar biasa. 

Beberapa kelompok berpandangan bahwa hukuman mati tidak perlu dihapuskan, sebab para penjahat kelas kakap, pengedar narkotika dan obat terlarang, pembunuh sadis, pemerkosa atau pelaku pidana terduga teroris tidak akan segan-segan untuk melakukan tindak kejahatan berat  terhadap orang karena hukumannya ringan sehingga kejahatan yang sadis tetap merajalela oleh karena lemahnya pemidanaannya. Dengan keberadaan hukuman mati kelompok yang lain meyakini bahwa keberadaannya efektif untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Dengan demikian, hukuman mati dianggap masih relevan untuk diterapkan tentu dengan cara yang lebih manusiawi dan ketersediaan regulasi yang mendukung agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaktub dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). 

Hukuman mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 Bab II KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri atas: 

Pidana mati.

Pidana penjara.

Pidana kurungan, 

Pidana denda.

Jenis pemidanaan berupa hukuman mati selain yang disebutkan dalam KUHP, juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), serta Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia bukan tanpa alasan. Hak hidup memang harus dijunjung tinggi atas nama HAM akan tetapi kewajiban asasi atau dasar juga wajib untuk dilakukan. Perdebatan mengenai hukuman mati menghasilkan dua teori besar yaitu :

Teori natural right menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia sepanjang masa, sepanjang kehidupannya sejak dilahirkan sebagai manusia sampai meninggal. 

Teori cultural relativism menjelaskan, bentuk HAM sangat deterministik pada manusia sebagai mahluk yang melahirkan kebudayaan, tradisi sosial dan peradaban sehingga menghasilkan ideologi yang berbeda. 

Kedua teori ini melahirkan konsep HAM Universal dan HAM relatif. Abdur Rohim menjelaskan bahwa HAM dalam tataran teori kemudian masuk dalam wilayah praktek harus diatur dengan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa HAM dalam konteks Indonesia bersifat limitatif. Maka penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana serius (most serious crime) tidak bertentangan dengan HAM, karena dalam konteks penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia.

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatannya telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigit baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.

Konsep penegakan HAM di Indonesia bersifat limitatif dibatasi dengan kewajiban kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia.

Kewajiban dasar manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28J sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Ketentuan lain mengenai kewajiban-kewajiban dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara (Pasal 67).

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 69 ayat 1).

Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.(Pasal 69 ayat 2).

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 70).

Kewajiban dasar merupakan bentuk implementasi dari pembatasan dari hak asasi manusia. Dalam hal penjatuhan hukuman mati, hak hidup pelaku dibatasi karena dalam melakukan kejahatan mereka telah melanggar HAM orang lain, khusususnya melanggar hak hidup orang lain.

Perlindungan HAM merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Isi yang tepat dari tugas-tugas HAM yang relevan pada berbagai negara bervariasi dengan ratifikasi negara-negara, tetapi tanggung jawab utama akan selalu sama, menghormati dan memastikan hak-hak dalam konvensi. Dengan demikian bukan sistem pemantauan internasional itu yang gagal jika perlindungan HAM dalam negara tidak sebaik seharusnya, tetapi negara tersebut sendirilah yang harus disalahkan.

Perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan hukuman mati juga disebabkan oleh perbedaan pandangan faham yang dianut oleh beberapa kelompok negara tentang pelaksanaan HAM di tiap negara, yaitu: ada kelompok negara yang menganut faham bahwa pelaksanaan HAM berdimensi universal dan ada yang menganut pelaksanaan HAM berdimensi partikular. Hukuman mati di negara tertentu masih diperlukan seperti Indonesia yang berpandangan kontekstual (berpegang pada nilai bangsa) masih mengakui adanya hukuman mati. Begitu pula dengan beberapa negara lain seperti Australia, Jerman, Italia, Mozambik dan Namibiasedangkan negara-negara yang lain justru telah menghilangkan hukuman mati seperti negara Belanda dan Swiss serta banyak lagi negara yang telah menghapuskan keberadaan hukuman mati.

Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidak bisa di kurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusiameskipun itu suatu ketetapan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum.

Terlepas dari berbagai perdebatan atas pemberlakuan hukuman mati, Indonesia merupakan negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati di dalam Islam pun tetap diberlakukan untuk kejahatan tertentu khususnya tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang akan tetapi di dalam hukum Islam masih diberikan peluang untuk membatalkan pelaksanaan hukuman mati dengan syarat-syarat tertentu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas perpektif hukum Islam terhadap hukuman mati di Indonesia  dengan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia Perespektif Hak Asasi Manusia”
Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia ?

Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap hukuman mati ?

Bagaimana penerapan hukuman mati terkait undang-undang hak asasi manusia ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap hukuman mati.

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman mati terkait undang-undang hak asasi manusia. 

Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang pidana mati di indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum  (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek  penerapan pidana mati di indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

� Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019, h. 16.


� Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 130.


� Muhammad Rifai, Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), Al-Maza’hib, Volume 2, No. 2, Desember 2019, h.369.


� Sunardi, Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati, Jurnal Konstitusi Vol.1 Nomor 1 15 Juli 2017, h.89.


� Pan Mohamad Faiz, Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup,  Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 2 Thn 2018, h.5


�Ibid, h.6.


� Soenarto Soebodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 16.


� Abdur Rahim, Hukuman Mati (Problem Legalitas & Kemanusiaan, Intrans Institute, Jakarta, 2015, h. 16.


� Ibid, h.17.


� Philip Alston, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta,  2018, h. 215.


� Warih Anjani, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1 No.2 Thn 2020, h.71.


� Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan HAMdanKeberadaanPeradilan HAM di Indonesia,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, h. 10  
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